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ABSTRAK 
 
Anggun Dinianti (B111 11 377). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak” (Studi Kasus Putusan Pidana No. 
1158/PID.B/2013/PN Makassar)” di bawah bimbingan M. Said Karim 
sebagai pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan 
ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam kasus pidana 
persetubuhan terhadap anak pada perkara pidana No. 
1158/Pid.B/2013/PN Makassar serta pertimbangan hakim dalam 
menentukan sanksi yang akan diberikan dalam kasus anak, khususnya 
terhadap perkara pidana No. 1158/Pid.B/2013/PN Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, yaitu Pengadilan Negari 
Makassar dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait serta 
melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian. 
 
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penerapan 
ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana No. 
1158/Pid.B/2013/PN Makassar adalah berdasarkan hasil penelitian, 
penulis menganggap sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama 
pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan 
harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatnnya. Berdasarkan 
penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah 
melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 
 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
berdasarkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan apa yang terbukti di 
persidangan ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada 
alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Asas Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku Warga Negaranya tidak 
terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. 
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan di taati oleh siapapun juga tanpa ada 
pengecualian. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, 
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Upaya perlindugan hukum terhadap anak telah cukup lama 
dibicarakan baik di indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan 
mengenai hal ini tidak akan berhenti, karena selain merupakan masalah 
universal, juga karena di dunia ini akan selalu di hiasi oleh anak-anak. 
Selama dunia tidak sepi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak 
akan selalu dibicarakan. 
Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih 
adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khusunya 
pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan di jaga kehormatannya, 
martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik itu dalam aspek atau 
bidang hukum, ekonomi, politik , sosial, maupun budaya dengan tidak 
membedakan adanya perbedaan, ras maupun golongan. Anak juga 
merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai 
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masa depan bangsa. Oleh karena itu hal-hal apa saja yang merupakan 
hak-hak atas anak, yang juga sebagai salah satu bagian hak asasi 
manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk diperjuangkan. 
Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan 
mereka dimasa kini. Oleh karena itu kondisinya sebagai anak , maka perlu 
diperlakukan secara khusus dengan kasih sayang agar dapat tumbuh dan 
berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya. Untuk itu anak 
perlu di hindarkan dari segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia 
melakukan perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan 
mental, moral, maupun rohaninya. 
Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks 
keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik 
aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang di 
pandang dari aspek hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sangatlah di 
sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai 
macam permasalahan yang sedang menimpa anak Indonesia yang 
nasibnya kurang beruntung, seperti tidak mendapatkan perawatan, kasih 
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sayang, dan juga bimbingan dari orang tua khususnya dan masyarakat 
atau lingkungan pada umumnya. 
Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan dan 
pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, 
terhadap anak di bawah umur untuk di jadikan pekerja seks komersial 
juga kerap kali diterbitkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus 
mengenai anak yang terjadi di Indonesia. 
Melihat kenyataan hidup sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia 
yang sering di abaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. 
Pedofilia adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya hak anak 
Indonesia. Anak adalah nyawa tak berdaya yang tak mampu menolak 
paksaan, deraan dan trauma dari orang dewasa. Padahal anak adalah 
modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini. Lebih mengenaskan 
kasus babe seperti halnya kasus Robot Geneg yang menjadi korban 
adalah anak jalanan. Anak jalanan dalam hal ini mempunyai nasib yang 
sangat tragis. 
Anak normal dengan lingkungan keluarga yang lengkap kecukupan 
harta akan mencukupi kebutuhan dan haknya sebagai anak. Anak 
Indonesia yang normal ini dapat sekolah, mandapatkan sandang, papan 
dan pangan dengan baik oleh orang tuanya. Kelompok anak ini juga 
mendapatkan kebutuhan keamanan dan kebutuhan terkreasi yang 
memadai dari orang tuanya. 
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Sebaliknya dengan anak jalanan, alam kehidupan sosial mereka ini 
tidak hanya terpinggirkan karena cengkeraman himpitan ekonomi 
kebutuhan sandang, pangan dan papannya pun mereka kadang harus 
mencari sendiri. Belum lagi, ancaman terhadap nyawa setiap saat 
mengintai tubuhnya tanpa ada yang kuasa melindunginya. Anak jalanan 
ini mengarungi kekerasan hidup dan pekerjaan fisik yang tidak dapat 
terbayangkan dapat di terima anak seusianya. 
Selain itu, berita mengenai persetubuhan anak yang sedang 
maraknya terdengar yaitu, mengenai persetubuhan anak yang bermula 
dari perkenalan lewat situs jejaring sosial yang di kenal dengan nama 
Facebook. 
Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
mengamati pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum. Dalam Pasal 64 ayat (1) di sebutkan bahwa perlindungan 
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan Nomor 
1158/PID.B/2013/PN.MKS. 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku pada putusan Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS. 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan Nomor 
1158/PID.B/2013/PN.MKS). 
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pada putusan 
Nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS). 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan 
ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Hukum pada 
khususnya. 
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka 
penanggulan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di 
tengah-tengah masyarakat. 
Bagi penulis sendiri sebagai sarana dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum 
yang dipelajari. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian 
1. Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis adalah melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, 
dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum 
pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum 
yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil 
maupun formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana. 
2. Tindak Pidana 
Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs 
belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak 
ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. 
Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti isi dari 
istilah itu. Sayangnya sampai hari ini belum ada keseragaman pendapat. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. 
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum pengertian tindak 
pidana yang disinonimkan dengan kata Delik sebagai berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 
pidana”. 
 
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (starbaar feit) memuat 
beberapa unsur yakni : 
1. Suatu perbuatan manusia. 
2. Perbuatan itu di larang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. 
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut delict. Dalam bahasa france disebut delit. Dan dalam 
bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti 
delik diberi batasan sebagai berikut. “Perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak 
pidana.  
Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai 
definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan 
mengenai strafbaar feit itu sendiri. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan strafbaar feit itu, ternyata 
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straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa pakar. 
Menurut Pompe (A.Zainal Abidin Farid, 1995:225) bahwa ada 2 (dua) 
macam definisi tindak pidana yaitu : 
“Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, kata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan 
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum”. 
“Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa 
yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan 
(handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat, berbuat 
pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan 
merupakan bagian suatu peristiwa”. 
 
Sedangkan Tindak pidana menurut Simons (Roni Wijayanto, 
2012:160) mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan 
dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. 
Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang 
oleh Jonkers dan Ulrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan 
meliputi :  
1. Diancam dengan pidana oleh hukum. 
2. Bertentangan dengan hukum. 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan. 
4. Seseorang itu di pandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya. 
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Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, 
delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. 
Menurut rumusan para ahli ilmu hukum dari terjemahan strafbaar feit yaitu 
suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-
undang atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan 
seseoang yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah stafbaar feit antara lain tindak pidana. Dapat 
dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir 
seluruh peraturan perundang-undangan pidana menggunakan istilah 
tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, 
UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wijono prodjonikoro. Istilah lain untuk 
strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang menggunakan oleh beberapa 
ahli hukum misalnya, R tersna, H. J Van Schravendijk, A. Zainal Abidin 
Farid. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah 
peristiwa pidana, yaitu undang-undang dasar sementara tahun 1950. 
Selain istilah-istilah di atas, istilah lain yang sering digunakan adalah delik, 
yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga untuk 
menggambarkan tentang apa yang di maksud dengan strafbaar feit. Istilah 
ini dapat di jumpai dalam berbagai literatur yang ditulis beberapa ahli 
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hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain 
yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin Farid, pernah 
menggunakan istilah delik serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini, 
walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 
Begitu juga istilah seperti pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam 
tulisan  M. H. Tirtaamidjaja, perbuatan yang boleh di hukum, yang 
digunakan oleh kami begitu juga Schravendijk. Perbuatan yang dapat di 
hukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UU No. 12 
Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak serta pembuatan 
pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya (Adami 
Chazawi 2010:67-68). 
Terlepas pakar mencoba memberikan definisi tentang strafbaar feit 
seperti Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71) dengan menggunakan istilah 
perbuatan pidana mendefinisikan sebagai berikut. 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
 
R Tresna (Adami Chazawi, 2010:72) menyatakan walaupun sangat 
sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa 
pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan : 
 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 
mana yang diadakan tindakan penghukuman”. 
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Pengertian tindak pidana ( Strafbaar feit ) juga diberikan oleh Vos 
(Adami Chazawi, 2010:72), yaitu : 
“Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang di ancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan”. 
 
Sedangkan Van Hamel dengan istilah delik merumuskan definisi 
strafbaar feit sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan sebagai 
undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. Lebih singkat dari rumusan Van Hamel tersebut. Vos 
menyatakan bahwa strafbaar feit ialah suatu kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan 
manusia pada umumnya dilarang dan diancam pidana. Dalam rumusan 
Vos ini dapat diketahui bahwa tidak dirinci antara melawan hukum, 
dilakukan oleh orang yang bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Simons, Van Hamel, dan Vos, merupakan strafbaar feit secara bulat tidak 
memisahkan antara perbuatan dari akibatnya di satu pihak dan 
pertanggung jawaban. Pakar yang lain itu memisahkan antara perbuatan 
dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban di pihak lain di 
anggap sebagai aliran dualistis (Andi Hamzah, 2008:89).  
Penganut aliran dualistis seperti Roeslan Saleh (Andi Zainal Abidin 
Farid, 2007:230) merumuskan strafbaar feit atau menurut istilah beliau 
perbuatan pidana sebagai berikut : 
“Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan 
tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh 
peraturan-peraturan itulah yang dinamakan “perbuatan pidana” 
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dalam peraturan-peraturan itu ditentukan pula apakah akibat 
dilanggarnya larangan. Apakah akibat dari dilakukannya 
perbuatan tersebut, yaitu diancamnya orang yang melakukan 
perbuatan tersebut dengan pidana”. 
 
Merujuk pada rumusan strafbaar feit yang telah dikemukakannya, 
Roeslan Saleh kemudian berkesimpulan, bahwa yang dilarang adalah 
perbuatannya, dan yang di ancam dengan pidana adalah orang yang 
melakukan perbuatan tersebut. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami 
Chazawi (2010:82), unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan 
tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
selanjutnya di singkat KUHPidana, di antaranya terdapat 11 unsur tindak 
pidana, yaitu ; 
1. Unsur tingkah laku 
2. Unsur melawan hukum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa 
teoritis diantaranya, menurut : 
1. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:71), unsur tindak pidana 
adalah : 
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a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang) artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. 
Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 
b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan 
yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) 
dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan 
erat pula. 
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 
tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu pertama, 
adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang 
yang berbuat atau yang menimbulkan kajadian itu.  
2. Menurut R. Tresna (Adami Chazawi, 2010:73) tindak pidana terdiri 
dari unsur-unsur yakni : 
a. Harus ada suatu perbuatan manusia  
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 
ketentuan hukum 
c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 
orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan 
d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 
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e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya 
dalam undang-undang. 
Berdasarkan uraian diatas, kita dapat mengemukakan bahwa delik 
itu adalah perbuatan yang di ancam dengan hukuman kepada 
barangsiapa yang melakukannya. Mulai dari hukuman yang serendah-
rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan. 
B. Pengertian Anak 
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara 
terutama pada pendekatan usia ada keseragaman perumusan tentang 
anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (Maulana Hassan 
Wadong, 2000:15) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak 
delapan (8) sampai delapan belas (18) tahun di Australia disebut anak 
apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas 
umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang 
di sebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian 
juga di Srilangka, Jepang, Korea, filipina, Malaysia dan Singapura. 
Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja 
dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang 
sentralistis kehidupan. Seperti, Agama, Hukum dan Sosiologi yang 
menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam 
lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam Advokasi dalam Hukum 
Perlindungan Anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses 
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legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang 
mengatur tentang anak. Mempelajari Advokasi dan Hukum Perlindungan 
Anak atau disingkat HPA, faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam 
sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan secara 
substansional sebagai berikut : 
1) Status anak atau eksistensi anak 
2) Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak 
Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, 
ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai 
kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong 
tidak mampu atau di bawah umur. Menurut penjelasan undang-undang 
tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik, yang sedang 
berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.  
Hukum Perlindungan Anak menjadi hukum khusus yang mengatur 
tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak anak secara detail, 
sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan 
mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara 
pidana anak, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki 
makna dari sub subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-
undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal. 
Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat 
dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.   
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Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang anak, misalnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1979 
tentang Kejahatan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan 
masalah anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 
1997 adalah sebagai berikut : 
a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. 
 
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undan-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut : 
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“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk 
anak yang masih dalam kandungan”. 
 
Pengertian Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian 
kedudukan anak dari pandangan sistem  berikut hukum atau disebut 
kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak 
dalam artian dimaksud meliputi (Maulana Hassan Wadong, 2000:17) 
pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut : 
1. Pengertian anak menurut UUD 1945. Pengertian anak atau 
kedudukan anak yang di tetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam 
kebijaksanaan pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap 
pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi 
esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak 
adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus 
dilindungi, dipelihara dan dibaca untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan 
anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Pengertian anak menurut 
UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. Dijabarkan sebagai 
berikut “ Ketentuan UUD 1945, di tegaskan pengaturan dengan 
dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”. Yang 
berati makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak 
harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara 
rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan 
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untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga 
berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas 
perlindungan terhaddap lingkungan hidup yang dapat membahayakan 
atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. 
2. Pengertian anak menurut hukum perdata. Pengelompokan anak 
menurut pengertian hukum perdata, di bangun dari beberapa aspek 
keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum 
yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut : 
a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. 
b. Hak-hak anak di dalam hukum pidana. 
Dalam hukum perdata khususnya Pasal 30 ayat (1), mendudukan status 
anak sebagai berikut, “Belum Dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin 
(Dalam pasal 330 ayat 3), mendudukkan anak sebagai berikut. “Seorang 
yang belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan 
berada di bawah perwalian”. Pengertian anak di sini disebutkan dengan 
istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang 
tua dan perwalian. Pengertian yang di maksud sama halnya dengan 
pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974. 
3. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak 
lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang 
bermakna penafsiran hukum secara negatif. Kedudukan anak dalam 
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pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan 
dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut. 
Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. UU ini 
mengklasifikasikan anak ke dalam pengerian sebagai berikut. 
a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun. 
b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS 
anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 
c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak 
paling lama sampai berumur 18 tahun. 
Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. UU ini 
mengklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini : 
Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 
umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) 
tahun dan belum pernah kawiin. Yang dimaksudkan Anak Nakal sebagai 
berikut : 
a. Anak yang melakukan tindak pidana. 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup berlaku dalam masyarakat 
bersangkutan. 
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Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemehaman 
terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat 
memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum 
dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk 
pertanggungjawaban, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang 
normal. 
Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang 
untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang di maksud dengan batas 
usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan 
anak dalam status hukum. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang 
itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun 
(terhitung  dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas maksimum 
18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan 
Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai 
berikut : 
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, 
anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum 
berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam 
kandungan. 
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C. Pengertian Persetubuhan 
Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek 
Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Maka definisi pencabulan adalah 
“semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan 
seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. R. Soesilo 
menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”. 
Masyarakat awam selalu menganggap pemerkosaan sama artinya 
dengan persetubuhan. Secara teori sangat mudah membedakan kasus 
persetubuhan dengan pemerkosaan. Kalau perbuatan itu di lakukan 
dibawah ancaman kekerasan atau dengan kekerasan maka kasus itu di 
sebut perkosaan. Tetapi apabila terdapat suatu bujuk rayu yang 
menyebabkan terjadinya suatu hubungan intim maka di golongkan 
sebagai persetubuhan. 
Menyimak uraian diatas, maka delik persetubuhan sudah jelas 
merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum sebagaimana disebutkan 
atau terkandung dalam Pasal 287 KUHP. Menurut R. Soesilo (1995:167) 
menyatakan persetubuhan itu pada dasarnya : 
“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang 
biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota 
kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan 
perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.” 
 
Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 
1004:513) kata “bersetubuh artinya sebagai berikut : 
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“Berhubungan badan, hubungan intin, kontak badan (hubungan 
suami istri, hubungan sepasang manusia)”. 
 
Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
mengatur tentang persetubuhan khususnya persetubuhan terhadap anak 
dibawah umur diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 294 (1) KUHP. Adapun 
ketentuan yang diatur Pasal 287 KUHP yang berbunyi : 
Pasal 287 KUHP yaitu : 
1. Barangsiapa bersetubuh dengan wanita lain yang bukan istrinya, 
sedang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya 
tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
2. Penuntutan di lakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur 
wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah 
satu hal yang seperti tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294. 
Pasal 294 (1) yang berbunyi : 
1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak 
tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya 
yang belum dewasa, atau dengan orang orang yang belum 
dewasa yang di serahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik 
atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya 
yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. 
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Pengertian persetubuhan dalam Pasal 287 dan Pasal 294 (1) hanya 
menyebut “wanita” dalam artian orang yang diperkosa atau disetubuhi, 
tetapi dapat dibedakan menurut beberapa jenis, yaitu : 
- Wanita belum dewasa yang masih perawan 
- Wanita dewasa yang masih perawan 
- Wanita yang sudah tidak perawan lagi 
- Wanita yang sedang bersuami 
Perbedaan tersebut akan lebih dirasakan adil jika dengan akibat 
yang didalamnya misalnya : seorang anak yang berumur tujuh tahun yang 
masih perawan penderitaannya akan lebih dari seorang janda, jika 
diperkosa. 
Pengertian perkosaan dan persetubuhan  sering disama artikan 
bahkan definisi pemerkosaan sering diidentikkan dengan persetubuhan 
dengan cara tidak halal atau wajar sehingga dalam kalangan hakim juga 
berbeda-beda tentang arti pemerkosaan dan persetubuhan. Berdasarkan 
apa yang telah terjadi banyak pemerkosaan terhadap anak yang belum 
cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan daripada pelaku perkosaan 
yang korbannya wanita yang lebih dewasa. 
Hal ini terjadi juga pada para pakar hukum dengan seiring 
perkembangan zaman perumusan pengertian perkosaan diperluas oleh 
pakar hukum, ditambah lagi dengan banyaknya bentuk penyimpangan 
seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pelanggaran seksual melalui 
dubur (anus), mulut dan lainnya. 
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D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadadap Anak 
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Menurut Pasal 287 ayat (1), delik persetubuhan adalah barangsiapa 
bersetubuh dengan seorang wanita di luar penikahan, padahal diketahui 
atau sepatutnya harus di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun 
atau umurnya kalau tidak ternyata, belum mampu di kawinkan diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
Unsur-unsur delik persetubuhan anak menurut KUHP, yaitu : 
a. Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus di duganya, 
bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya 
tidak jelas, bahwa belum waktunya kawin, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 
b. Penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan, kecuali jika umur 
perempuan itu belum mencapai 12 (dua belas tahun atau jika ada 
suatu hal yang tersebut Pada Pasal 291 dan Pasal 294). 
Apabila dicermati, maka tindak pidana yang di atur dalam Pasal 287 
KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu : 
a. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang masih di 
bawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 12 (dua belas) 
tahun. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang hanya bisa 
dituntut atas pelanggarannya karena adanya pengaduan. 
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b. Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang di bawah 
umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun. 
Jenis tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan, sehingga 
untuk penuntutannya tidak di butuhkan adanya pengaduan. 
Adapun tindak pidana yang di atur dalam Pasal 287 KUHP memuat 
unsur unsur sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif, yang terdiri dari : 
- Diketahui, dan 
- Sepatutnya harus diduga. 
b. Unsur Objektif, yang terdiri dari : 
- Bersetubuh, 
- Seorang wanita, 
- Di luar pernikahan, 
- Belum berumur 15 (lima belas) tahun, atau 
- Belum mampu kawin. 
Dalam Pasal 287 KUHP termuat adanya dua kesalahan sekaligus 
dalam satu tindak pidana, yaitu kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” 
yang di rumuskan dengan istilah “diketahui” dan kesalahan dalam bentuk 
“kelapaan” yang dirumuskan dengan istilah “sepatutnya harus di duga”. 
Dengan demikian terhadap tindak pidana yang di atur dalam pasal 
287 KUHPidana tersebut tidak dipersyaratkan secara mutlak adanya 
unsur kesengajaan. Artinya terhadap pelaku tidak dituntut harus 
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mengetahui, bahwa wanita yang disetubuhi itu belum berusia 15 (lima 
belas) tahun. 
Menurut Adami (2005:72) menyatakan bahwa : 
“kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindakan pidana aduan 
relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlakukan hanya 
dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan 
yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun 
atau jika dalam persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang 
terdapat pada pasal 291 KUHP dan pasal 294 KUHP. Akan 
tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan kepada anak yang 
belum berusia 12 (dua belas) tahun dan terdapat unsur-unsur 
yang disebutkan pada pasal 291 KUHP dan padal 294 KUHP, 
kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan”. 
 
Unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 291 KUHP merupakan 
unsur-unsur akibat perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka berat 
dan luka ringan. Sedangkan unsur-unsur yang di maksudkan dalam Pasal 
294 KUHP ialah persetubuhan itu di lakukan pada anak kandungnya, anak 
tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantu atau 
bawahannya. 
 
2. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak Sebagaimana di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82. 
Pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga 
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ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta 
rupiah). 
Pada Pasal 81 ayat (2) menetukan ketentuan pidana sebagimana 
dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 
Pada Pasal 82 yaitu menentukan Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 
paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 
Dalam hal ini, penulis lebih merujuk ke Pasal 81 ayat (2) karena di 
dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas di katakan bahwa Setiap orang 
yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain. 
- Penjelasan pasal demi pasal 
a. Kekerasan, dapat diartikan juga sebagai penganiayaan, penyiksaan, 
atau perlakuan salah. Pengertian Kekerasan yang akan di bahas 
adalah kekerasan anak secara seksual  yaitu perlakuan prakontak 
 28 
 
seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, 
sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara 
langsung antara anak dengan orang dewasa.  
b. Memaksa, dapat diartikan sebagai perbuatan dengan kekerasan 
(mendesak, menekan). 
c. Persetubuhan, adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan 
perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi 
anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan 
perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. 
d. Tipu Muslihat,dapat diartikan sebagai daya upaya, siasat atau taktik 
yang menyebabkan seseorang percaya sesuatu yang tidak benar. 
e. Kebohongan, adalah bentuk pernyataan yang tidak benar yang 
dikemukakan oleh seseorang, dan seringkali di barengi dengan niat 
menipu. 
f. Membujuk, adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III 
tahun 2005, kata membujuk adalah usaha untuk meyakinkan 
seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan 
tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu, 
mempermalukan dengan lunak dan sebagainya) dan didukung oleh 
sikap dan tindakan yang mendukung kata-katanya tersebut. Membujuk 
juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan 
orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut. 
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Dapat juga cara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan 
cepat. 
 
3. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya Sebagaimana di 
atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82. 
Pada Pasal ini terdapat beberapa perubahan di antaranya Pasal 81 
di tambahkan satu poin dan perubahan tentang penjatuhan pidana dan 
denda yang dikenakan, begitu pula dengan Pasal 82. Penjabarannya 
sebagai berikut. 
Pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
Pasal 76D dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
  Pasal 81 ayat (2) menetukan ketentuan pidana sebagaimana di 
maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 
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Pasal 81 ayat (3) menentukan dalam hal tindak pidana sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, 
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pada Pasal 82 ayat (1) menetukan setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
Pasal 76E dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Pasal 82 ayat (2) menentukan dalam hal tindak pidana sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, 
pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
E. Pidana Dan Pemidanaan  
Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Tapi 
untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang 
lain, yaitu penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian 
pidana, dan hukuman pidana. Sedangkan “Pemidanaan” yang berasal dari 
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kata “Pidana” diartikan sebagai penghukuman. Hukuman berkaitan erat 
dengan akibat dari pelanggaran hukum pidana yang ditimpahkan dalam 
bentuk penderitaan tertentu bagi orang yang melanggar. 
Moeljatno (Mahrus Ali, 2012:185) mengatakan, istilah pidana dalam 
pengertian hukuman, yaitu : 
“Hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” yang 
berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang konvensional. 
Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan 
istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan 
kata “straf” dan diancam dengan pidana menggantikan kata 
“wordt gestraf”. Menurut Moeljatno, kalau “straf” diartikan 
“hukuman”, maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai 
“hukum hukuman”. 
 
Menurut Muladi (Mahrus Ali, 2012:185) Istilah “hukuman” yang 
merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang 
luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang 
yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 
bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, 
moral, agama, dan sebagainya.  
Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka 
perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral dapat menunjukkan 
ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Berikut ini dikemukakan beberapa 
pendapat dari para sarjana sebagai berikut : 
Menurut Sudarto Pidana ialah nestapa yang diberikan oleh negara 
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang  
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(hukum pidana), sengaja agar di rasakan sebagai nestapa. Pemberian 
nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang 
yang melanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar 
orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan 
penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam 
hukum.  
Sedangkan Roeslan Saleh (Mahrus Ali, 2012:186) memberikan pengertian 
pidana sebagai berikut : 
“pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu”.  
 
Berdarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa 
pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu : 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 
3. Pidana itu di kenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang, dan  
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri 
seseorang karena telah melanggar hukum. 
Definisi pemidanaan yang berkembang seiring dengan kemajuan 
teori tujuan pemidanaan mengakibatkan penyusunan kata-kata yang 
digunakan untuk pemidanaan acapkali merefleksikan bannyak istilah yang 
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sama perihal label tentang pemidanaan. Sering terjadi penggunaan istilah 
yang berbeda untuk maksud yang sama, seperti punishment, teratment, 
sanction, dan lain-lain. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” umumnya 
diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman.  
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat. 
Dapat dibedakan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
juga orang lain dalam masyarakat. Karena teori itu disebut juga teori 
kensikuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena jahat dan orang lain 
takut melakukan kejahatan serupa. 
Suatu kemajuan besar dalam perkembangan konsep pemidanaan 
dikemukakan oleh Hall dalam Andi Hamzah (1993:16) dengan 
memberikan batasan tentang konsep pemidanaan sebagai berikut : 
1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam 
hidup. 
2. Pemidanaan dipaksa dengan kekerasan. 
3. Pemidanaan diberikan atas nama negara ditoritasikan. 
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, 
pelanggarannya, dan penentuannya yang di ekspresikan dalam 
putusan. 
 34 
 
5. Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan 
kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai 
yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu 
signifikan dalam etika 
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan 
kejahatan, atau diperberat atau diringankan dengan melihat 
pesonalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.  
Hingga saat ini terdapat pakar yang menggunakan istilah pidana 
(misalnya, Muladi, Barda Nawawi Arief dan Moeljatno) dan ada pula 
menggunakan istilah hukuman di antaranya (R. Soesilo dan Gerson W. 
Bawengan) yang masing-masing merupakan terjemahan dari kata straf. 
Bambang Purnomo (1986:46) menggunakan istilah pidana dan hukuman 
secara bergantian untuk disesuaikan dengan konteks pembahasan. 
Apabila dicermati, sebenarnya cakupan pengertian yang berbeda. 
Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan 
istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun 
cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian 
yang luas. 
Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidaan pada pasal 54, 
yaitu 
1. Pemidaan bertujuan. 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
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b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat, dan 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia. 
Jenis pidana dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 
10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan juga tersebar dalam 
peraturan perundang-undangan pidana khusus. Jenis-jenis pidana ini 
berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar  KUHP, kecuali ketentuan 
undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenis pidana dibedakan antara 
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, 
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. 
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana 
tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal 
tertentu. 
Urainnya sebagai berikut : 
1. Pidana pokok  
a. Pidana mati 
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Pidana mati adalah jenis pidana yang merampas suatu kepentingan 
hukum yang juga merupakan salah satu jenis pidana yang paling tua, 
setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang 
paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau 
pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. 
Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka 
sebaliknya dengan yang terjadi di Indonesia.  
Ada dua golongan yang memberikan pendapatnya mengenai pidana 
mati ini, yaitu golongan setuju dengan tidak setuju terhadap pidana mati.  
a. Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati  
Alasan yang diajukan oleh para pendukung golongan ini adalah : 
a. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana 
mati, berhubungan dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin 
untuk ditarik  kembali. 
b. Hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan 
c. Pelaksanaan pidana mati adalah bertentangan dengan 
perikemanusiaan 
b. Golongan yang setuju dengan pidana mati  
Dalam rangka pembaruan hukum nasional di Indonesi, pencantuman 
pidana mati menjadi masalah sendiri, yang menjadi alasan-alasan khusus 
mengapa pidana mati masih dicantumkan dalam KUHP, ketentuan-
ketentuan pasal tersebut adalah: 
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1. Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan-keadaan khusus 
di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari jumlah besar pulau-pulau 
yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit 
dan tidak sempurna. 
2. Alat-alat keamanan negara pada waktu itu kurang lengkap susunannya 
dan jumlahnya sedikit sekali, jumlah tenaga polisi dan tentara 
dibandingkan dengan luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat 
negara tidak dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara 
indonesia. 
b. Pidana penjara 
Pidana penjara merupakan jenis pidana yang mulai berkembang 
sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan di berbagai negara. 
Dewasa ini, yang di maksudkan dengan pidana penjara adalah berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan 
dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati 
semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.  
Pidana penjara adalah jenis pidana yang di kenal juga dengan istilah 
pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, 
pidana penjara  juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. 
Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara 
minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara 
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seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana 
mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun). 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang, lamanya 
pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dinyatakan dalam : 
hari (dua puluh empat jam), minggu (tujuh hari), bulan (tiga puluh hari), 
atau tahun (tiga ratus enam puluh lima atau tiga ratus enam puluh hari). 
Menurut ketentuan, seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah 
diputuskan oleh hakim itu harus dilaksanakan secara tidak terputus-putus 
hingga selesai, kecuali apabila diputuskannya pelaksanaan dari pidana 
penjara seperti itu dapat dibenarkan oleh Undang-undang, misalnya 
karena adanya suatu pembebasan bersyarat.  
c. Pidana kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara. 
Keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana 
kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana 
dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan.  
Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana 
penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini 
sesuai dengan stelsa pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana 
kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana 
penjara. Stelsa tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya 
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lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan 
stelsa pidana yang berada di bawahnya. 
Lama pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan 
selama-lamanya satu tahun. Melihat pendeknya jangka waktu pidana 
kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana 
kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. 
Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana 
penjara. Pertama, dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi 
pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia 
berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan 
menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara terpidana dapat 
dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau tempat 
kediamannya. Kedua, pekerjaan yang dibenbankan kepada terpidana 
yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana yang 
dijatuhi pidana penjara. 
d. Pidana denda  
Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak jaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah (Mahrus Ali, 
2012:198) 
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“Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua 
daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati”. 
Pidana denda di jatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana 
denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain 
selain terpidana. 
e. Pidana tutupan 
Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam 
KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No.20 Tahun 1946. 
Dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan : 
“(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang 
diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 
hukuman tutupan. 
(2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang 
merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau 
akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga 
hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada 
tempatnya”. 
Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi 
para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh idiologi 
yang dianutnya. Namun demikian, dalam praktik peradilan dewasa ini 
tidak pernah ketentuan tentang pidana tutupan diterapkan. Hal ini karena 
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biasanya, hakim terikat dengan ketentuan hukuman yang ada di mana 
ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan 
oleh seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana 
tutupan. 
2. Pidana tambahan   
Di samping itu, Pasal 10 KUHP huruf b menyatakan bahwa pidana 
tambahan terdiri dari :  
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pecabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak 
ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana 
dibidang kehormatan melalui dua cara, yaitu tidak bersifat otomatis, tetapi 
harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan tidak belaku selama hidup, 
tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu 
putusan hakim.    
b. Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat 
dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan 
barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan 
kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah 
 42 
 
kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana 
pidana perampasan menjadi imperatif. 
c. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim dapat diatur dalam Pasal 43 KUHP 
yang menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan 
diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum 
yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biayanya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan 
Undang-Undang. 
Pemidanaan merupakan salah satu wujud perlindungan HAM dalam 
memberlakukan narapidana sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai 
masalah sehingga ia perlu dibina, bukan di siksa sebab penyiksaan sering 
terjadi dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti 
pemukulan, penembakan yang mengakibatkan korban menderita luka baik 
ringan maupun berat bahkan meninggal dunia. 
 
F. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh 
hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu 
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akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. 
Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis 
pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut. 
Pertimbangan yuridis mengacuh kepada syarat-syarat pemidanaan. 
Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung 
menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan 
hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan secara yuridis hakim 
senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan pidana. Hal ini telah diatur secara litimatif dalam KUHP. 
Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut : 
1. Hal-hal yang memberatkan pidana 
a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP) 
Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau 
pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa 
suhubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan 
kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait 
jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku 
untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, Pasal 52a KUHP 
mengatur pula bahwa apabila saat melakukan kejahatan 
menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka 
hukumannya juga ditambah sepertiga. 
 44 
 
b. Pengulangan tindak pidana (recidive) 
Dalam KUHP ketentuan tentang recidive yang diatur di dalam 
Pasal 486 sampai Pasal 488 merupakan dasar pemberatan 
pidana. Pengertian recidive adalah kelakuan seseorang yang 
mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan 
keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap kerena 
perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu 
telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana yang 
disebut recidivist. 
c. Perbarengan (Concurcus Delicten) 
Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 
dan Pasal 66 KUHP. Perbarengan adalah terjadinya dua atau 
lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang 
dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak 
pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum 
dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pengertian perbarengan ini 
membedakannya dengan pengertian pengulangan. Dalam 
pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih 
awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan 
telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya. 
2. Hal-hal yang meringankan pemidanaan. 
a. Percobaan (Poeging Delicten) 
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Percobaan melakukan perbuatan pidana diatur di dalam Pasal 53 
dan Pasal 54 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah nyata niat 
dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak 
pidana dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena 
kehendak dari pelakunya. Pemidanaan percobaan dikurangi 
sepertiga dari pidana pokonya. Mencoba melakukan kejahatan 
tidak  dipidana. 
b. Pembantuan (Medeplichtigheid) 
Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi 
sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku 
yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang 
lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu 
melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu 
pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum 
tindak pidana dilakukan.   
c. Belum cukup umur (minderjarig) 
Belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku 
tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi 
sepertiga hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan 
tindak pidana belum cukup 16 (enam belas) tahun. Namun, 
pengertian ini dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud 
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anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini 
diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal 
pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) 
tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah 
satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu 
sebagai berikut : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. 
 
Rasio Pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber 
hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak 
hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum 
atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-
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undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang 
hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut 
untuk tidak terasing dalam masyarakatnya. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara : 
1. Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 
korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum, tersebut 
berlaku atau diterapkan, dan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
 
3. Pertimbangan Subjektif 
Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam 
bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak 
dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda 
sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim 
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memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak 
sama dengan hakim-hakim lainnya. 
Para “aktor” yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, baik 
para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun 
para klien (pencari keadilan), kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari 
berbagai pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses 
sosialisasi yang mereka lalui. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, 
pemilihan lokasi ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa mampu 
mewakili populasi sebagai tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperolah 
langsung di lokasi penelitian yang dapat berupa wawancara terhadap 
pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperolah dalam 
bentuk yang sudah jadi. Data ini diperoleh dari hasil kajian kepustakaan 
yang mencakup bahan hukum yang mengikat berupa peraturan 
perundang-undangan terkait, dan bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, 
makalh, artikel, serta bahan tertulis lainnya yang terkait dengan 
pembahasan dalam proposal ini. Data sekunder meliputi bahan-bahan 
primer, sekunder, dan tersier. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan proposal ini difokusakan 
pada penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
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wawancara. Selain tiu, juga di lakukan penelitian pustaka yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan 
mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan 
lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahn yang diteliti. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis 
data adalah penelitian hukum empiris (law in action) dan data yang akan 
diperoleh adalah data primer dan data sekunder, maka analisis data 
tersebut jelas merujuk pada analisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
1. Analisis kualitatif digunakan terhadap data yang tidak dapat dikualifikasi 
baik dari data primer maupun data sekunder. 
2. Analisis kuantitatif yang penggunaannya lebih terfokus pada data 
primer, yakni data yang diperoleh dari responden baik melalui 
wawancara maupun kuisioner. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap 
Anak sebagaimana dalam putusan nomor 1158/PID.B/2013/PN.MKS. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat 
kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk 
mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana 
dalam perkara pidana tersebut. 
Berdasarkan dengan persoalan di atas, maka penulis terlebih dahulu 
membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor 1158/PID.B/2013/PN.Makassar. 
 
a. Posisi kasus 
Awal kejadian sekitar April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 atau 
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di 
Jl. Tidung Mariolo No. 14 Kota Makassar, di Losmen Latimojong Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak yaitu Astuti Nusantari melakukan persetubuhan 
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dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan 
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya terdakwa Rahul Adrian dan saksi korban Astuti 
Nusantari berpacaran pada sekitar tanggal 19 Februari 2013, lalu 
pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 00.30 WITA 
terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lk. Syahrul Ramadhan 
menjemput saksi korban di Losmen Samalona di Jl. Samalona Kota 
Makassar dan mengajak saksi korban untuk pergi jalan-jalan lalu 
terdakwa berbeoncengan tiga dengan saksi korban dan Lk. Syahrul 
Ramadhan di Jl. Tidung Mariolo No. 14 Kota Makassar, 
sesampainya di rumah Lk. Syahrul langsung masuk ke kamar Lk. 
Syahrul lalu bercerita tiga orang, kemudian saat Lk. Syahrul 
tertidur, saksi korban meminta untuk diantar pulang namun 
terdakwa tidak mau mengantar saksi korban pulang sehingga saksi 
korbanpun bermalam di rumah Lk. Syahrul , kemudian sekitar jam 
02.00 WITA terdakwa mematikan lampu kamar lalu terdakwa 
langsung memeluk saksi korban lalu mencium pipi dan bibir saksi 
korban sambil tangan terdakwa memegang/meraba-raba payudara 
dan mengelus-elus punggung saksi korban sambil berkata “saya 
sayang dan cinta sama kamu dan akan bertanggungjawab kalau 
hamil” dan hal tersebut membuat saksi korban percaya lalu 
terdakwa membuka baju dan celana saksi korban sehingga 
telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kemaluan saksi 
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korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam alat kemaluan 
saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban lalu 
terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat 
kemaluan saksi korban lalu terdakwa goyang-goyangkan keluar 
masuk selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan 
terdakwa tumpahkan diluar lalu terdakwa membersihkan 
menggunakan kain lap lalu terdakwa dan saksi korban kembali 
berpakaian dan tidur.  
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya terhadap saksi 
korban Astuti Nusantari berulang-ulang kali atau lebih dari 1 (satu) 
kali sejak terdakwa dan saksi korban pertama kali melakukan 
hubungan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 28 April 
2013 di Jl. Tidung Mariolo No. 14 lalu di Losmen Samalona Kota 
Makassar dan terakhir pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar 
jam 22.45 WITA yang bertempat di Losmen Latimojong kamar 102 
Jl. Gunung Latimojong III Kota Makassar, setelah selesai 
melakukan persetubuhan dengan saksi korban lalu terdakwa keluar 
di depan Losmen Latimojong lalu tiba-tiba datang kakak saksi 
korban yaitu Lk. Ahmadi Tang bersama Istrinya Pr. Yulidar alias 
Yuli lalu bertanya kepada terdakwa “mana Astuti” lalu terdakwa 
menjawab “tidak adai” namun Lk. Ahmadi Tang mendesak dan 
menggertak terdakwa sehingga terdakwapun memberitahukan 
kalau saksi korban berada di dalam kamar 102 lalu Lk. Ahmadi 
 54 
 
Tang dan Pr. Yuliar masuk ke dalam kamar 102 dan mendapati 
saksi korban tidur-tiduran tanpa menggunakan pakaian dan hanya 
menutupi badannya dengan  selimut, sehingga Lk. Ahmadi Tang 
(kakak korban) marah dan langsung memukul terdakwa 
menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.  
- Bahwa saat terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk 
bersetubuh layaknya pasangan suami istri dengan terdakwa, saksi 
korban  Astuti Nusantari masih berusia 15 Tahun (19 Maret 1998 
sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas 
perkara). 
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar 
Nomor : VER/12/IV/2013/Rumkit tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat 
dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, dokter Spesialis 
Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
“Tampak robekan pada selaput darah arah jam 5, 7 dan 11 disertai 
dengan hiperemis. Kesimpulannya yaitu ditemukan adanya luka 
robek pada selaput darah yang disertai hiperemis yang dapat 
sesuai akibat persetubuhan/penetrasi benda tumpul. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, orang tua/wali/kakak 
saksi korban merasa keberatan karena korban masih belum cukup 
umur dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. 
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b. Dakwaan Penuntut Umum 
Isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tersebut yang 
dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar, pada pokonya sebagai berikut : 
Bahwa dalam dakwaan terdakwah didakwa telah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 81 
Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang. 
2. Dengan Sengaja. 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain. 
Ad. 1 Unsur Setiap Orang 
Bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah 
perorangan atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum 
serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. 
Dan yang dimaksud setiap orang dalam  perkara ini adalah terdakwa 
Rahul Adrian yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan 
dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan 
saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka unsur “Setiap Orang” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian 
Kebohongan, atau Membujuk Anak 
Bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang ada pada diri/sifat 
batin terdakwa, di mana yang dimaksud yang melakukan terkandung 
pengertian kesengajaan atau Opzet adalah Willen en wetwns atau 
menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini yang dikehendaki oleh 
terdakwa adalah perbuatan-perbuatnnya sedang keadaan-keadannya 
haruslah dapat diketahui juga oleh terdakwa, bahwa berdasarkan 
keterangan saksi korban Astuti Nusantari bahwa terdakwa dan saksi 
korban sudah sekitar 8 (delapan) bulan berpacaran sejak tanggal 19 
Februari 2013, di mana saat itu saksi korban masih berstatus Anak 
(sebagimana foto copy kartu keluarga yang diajukan dalam perkara ini). 
Lalu sekitar bualn April 2013 jam 24.00 wita terdakwa janjian bertemu 
dengan Astuti di depan losmen samalona, karena saksi korban Astuti 
bilang kabur lagi dari rumah lalu setelah ketemu terdakwa lalu 
membonceng Astuti bersama dengan teman terdakwa yaitu Lk. Syahrul 
dan pergi ke rumah Lk. Syahrul di Jl. Tidung Mariolo Makassar, sekitar 
jam setengan satu malam tiba di rumah Syahrul dan langsung masuk ke 
kamarnya tetapi malam itu orang tua Syahrul tidak tahu kalau terdakwa 
dan Astuti ada di rumah Syahrul bermalam, lalu saat akan tidur terdakwa 
mematikan lampu kamar lalu terdakwa mulai mencium saksi korban Astuti 
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lalu terdakwa memegang tangan saksi sambil berkata “kusayangki” lalu 
terdakwa memeluk saksi Astuti lalu berciuman lagi lalu terdakwa pegang 
kancing baju saksi dan membuka baju saksi lalu terjadilah persetubuhan 
tersebut dan hal tersebut saksi korban mau melakukan karena terdakwa 
mengatakan akan bertanggung jawab dengan mengawini saksi korban 
jika nanti saksi korban hamil dan karena suka dan cinta maka saksi 
korbanpun yakin dan mau bersetubuh dengan terdakwa. 
Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum.   
Ad. 3 Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang 
Lain.  
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum 
bahwa setelah terdakwa merayu, membujuk saksi dengan mengatakan 
akan bertanggungjawab mengawini jika saksi korban Astuti hamil 
sehingga saat saksi korban dicium, dipegang, dipeluk oleh terdakwa lalu 
terdakwa mengatakan “kusayangki” dan juga saksi korban sayang dan 
cinta terhadap terdakwa maka saksi korbanpun mau saja saat terdakwa 
membuka kancing baju saksi korban Astuti lalu membuka baju dan celana 
saksi Astuti hingga telanjang lalu terdakwa meraba kemaluan dan 
menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke 
alat kelamin saksi korban dan bergoyang sehingga ada yang keluar dan 
terdakwa tumpahkan di luar dan setelah selesai kembali berpakaian dan 
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tidur. Dan hal persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban tersebut 
terjadi 3 kali dimana yang kedua kalinya di kamar Melda di Losmen 
Samalona Makassardan terakhir di Losmen Latimojong Makassar sampai 
akhir ditemukan oleh saksi Ahmad Tang yang merupakan kakak saksi 
korban Astuti dan merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan 
melaporkan ke kantor polisi. 
Bahwa adapun saksi Astuti Nusantari mau menerima ajakan tersebut 
untuk bersetubuh layaknya pasangan suami istri dengan terdakwa oleh 
karena terdakwa merayu, membujuk dan berjanji kepada saksi Astuti 
Nusantari bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dan manikahi saksi 
Astuti Nusantari. 
Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
 
c. Tuntutan oleh Penuntut Umum  
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan 
Pengadilan Negeri Makassar, maka dasarnya kepada Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili agar memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Rahul Adrian bersalah melakukan tindak 
pidana “PERLINDUNGAN ANAK” sebagimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, dalam 
dakwaan pertama jaksa penuntut umum. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwah Rahul Adrian  dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 60 
juta Sub. 1 (satu) Bulan Kurungan dengan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan.  
3. Barang bukti berupa : NIHIL. 
4. Menetapkan agar terdakwah membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
d. Penerapan Ketentuan Pidana oleh Hakim 
Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada 
dasarnya adalah sebagai berikut : 
1. Hakim memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan dengan perkara pidana yaitu Pasal 81 Ayat (2) 
Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang ; 
2. Dengan Sengaja ; 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, 
atau dengan orang lain. 
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2. Hakim memperhatikan asas “Lex specialis derogat lex generalis” 
didalam menerapkan ketentuan pidana kepada terdakwah di dalam 
perkara pidana tersebut. 
Majelis hakim berpendapat, bahwa penuntut umum telah berhasil 
membuktikan dakwaannya dan majelis Hakim juga berpendapat bahwa 
tidak ada diperoleh suatu hal-hal apapun ataupun keadaan-keadaan yang 
dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan 
terdakwah, oleh karenanya terdakwah dinyatakan bersalah dan harus pula 
dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 
81 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
Majelis hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara 
selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka dapat 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 
Dalam konteks perkara ini, terpidana dinilai oleh hakim melakukan 
serangkian tipu muslihat dan kebohongan kepada korban yang masih 
digolongkan sebagai anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan menimbulkan kerugian dari si korban 
maupun keluarganya. Nathan Lambe (wawancara 24 Februari 2015) 
“Berpendapat bahwa untuk perkara persetubuhan terhadap anak ini 
merupakan aib bagi keluarga si korban dan terdakwa namun karena tidak 
ingin diselesaikan secara kekeluargaan, maka terpidana dijatuhi hukuman 
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sesuai dengan Pasal yang dilanggarnya dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. 
 
e. Analisis Penulis 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagimana telah diuraikan di atas, maka 
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana 
formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat di pidananya 
seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam 
persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian 
ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan 
yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki 
rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Berkaitan dengan masalah di atas, penulis melakukan wawancara 
dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Nathan 
Lambe, S.H., M.H (wawancara 24 Februari 2015) yang mengatakan 
bahwa: 
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“ Bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwah di lihat 
dari tuntutan penuntut umum di dalam surat dakwaan dan undang-
undang yang di langgar oleh terdakwah, dalam hal ini Rahul Adrian”. 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
persetubuhan dalam putusan perkara Nomor: 1158/Pid.B/2013/PN.Mks 
adalah menurut Bapak Nathan Lambe, S.H., M.H (wawancara 24 Februari 
2015) yang mengatakan bahwa: 
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan agar terdakwa jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya lagi”. 
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, 
peran Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang 
terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi 
terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan 
konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian 
makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada 
hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 
mertabat manusia. 
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Uraian di atas di perkuat oleh Bapak Nathan Lambe, S.H., M.H, 
salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang 
menyatakan sebagai berikut : 
“Tujuan Hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu 
agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang 
telah diketahui bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana 
balas dendam, yang memandang pidana sebagai suatu nestapa 
yang dikenakan kepada pembuat melakukan suatu tindak pidana. 
Hal ini sebabkan tujuan pemidanaan mengalami perkembangan ke 
arah yang rasional”. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Pada Perkara Pidana Nomor : 
1158/PID.B/2013/PN.Makassar. 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting 
kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu 
bersifat abstrak, tergantung pada sisi mana kita memandangnya. Oleh 
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karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak 
hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam putusan perkara No. 1158/Pid.B/2013/PN.Mks. 
 
a. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwah telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
- Bahwa benar sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 
2013 bertempat di Jl. Tidung Mariolo No. 14 Kota Makassar, di 
Losmen Samalona Kota Makassar dan di Losmen Latimojong Kota 
Makassar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Indriani Astuti 
Nusantari. 
- Bahwa benar terdakwa di dapat di Losmen Latimojong dengan 
saksi korban Astuti, polisi datang bersama dengan kakak saksi 
korban ke Losmen itu. 
- Bahwa terdakwa punya pekerjaan sendiri yaitu bekerja di sentral. 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah sering atau berulang kali 
melakukan hubungan layaknya suami istri. 
- Bahwa terdakwa bersedia melamar saksi korban Astuti karena 
mereka saling mencintai. 
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Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula : 
- Visum Et Repartum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
Nomor : VER/12/IV/2013/Rumkit tanggal 08 Mei 2013 yang di buat 
dan ditanda tangani oleh Dr. Mauluddin. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya 
satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan 
terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repartum, maka telah terungkap 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
- Bahwa benar sekitar bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 
2013 bertempat di Jl. Tidung Mariolo No. 14 Kota Makassar, di 
Losmen Samalona Kota Makassar dan di Losmen Latimojong Kota 
Makassar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Indriani Astuti 
Nusantari. 
- Bahwa awalnya terdakwa Rahul Adrian dan saksi korban Astuti 
Nusantari berpacaran pada sekitar tanggal 19 Februari 2013, lalu 
pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 00.30 WITA 
terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lk. Syahrul Ramadhan 
menjemput saksi korban di Losmen Samalona di Jl. Samalona Kota 
Makassar dan mengajak saksi korban untuk pergi jalan-jalan lalu 
terdakwa berbeoncengan tiga dengan saksi korban dan Lk. Syahrul 
Ramadhan di Jl. Tidung Mariolo No. 14 Kota Makassar, 
sesampainya di rumah Lk. Syahrul langsung masuk ke kamar Lk. 
Syahrul lalu bercerita tiga orang, kemudian saat Lk. Syahrul 
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tertidur, saksi korban meminta untuk diantar pulang namun 
terdakwa tidak mau mengantar saksi korban pulang sehingga saksi 
korbanpun bermalam di rumah Lk. Syahrul , kemudian sekitar jam 
02.00 WITA terdakwa mematikan lampu kamar lalu terdakwa 
langsung memeluk saksi korban lalu mencium pipi dan bibir saksi 
korban sambil tangan terdakwa memegang/meraba-raba payudara 
dan mengelus-elus punggung saksi korban sambil berkata “saya 
sayang dan cinta sama kamu dan akan bertanggungjawab kalau 
hamil” dan hal tersebut membuat saksi korban percaya lalu 
terdakwa membuka baju dan celana saksi korban sehingga 
telanjang, kemudian terdakwa meraba-raba alat kemaluan saksi 
korban lalu memasukkan jari tangannya ke dalam alat kemaluan 
saksi korban lalu terdakwa menindih badan saksi korban lalu 
terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke dalam alat 
kemaluan saksi korban lalu terdakwa goyang-goyangkan keluar 
masuk selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan 
terdakwa tumpahkan diluar lalu terdakwa membersihkan 
menggunakan kain lap lalu terdakwa dan saksi korban kembali 
berpakaian dan tidur.  
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya terhadap saksi 
korban Astuti Nusantari berulang-ulang kali atau lebih dari 1 (satu) 
kali sejak terdakwa dan saksi korban pertama kali melakukan 
hubungan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 28 April 
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2013 di Jl. Tidung Mariolo No. 14 lalu di Losmen Samalona Kota 
Makassar dan terakhir pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar 
jam 22.45 WITA yang bertempat di Losmen Latimojong kamar 102 
Jl. Gunung Latimojong III Kota Makassar, setelah selesai 
melakukan persetubuhan dengan saksi korban lalu terdakwa keluar 
di depan Losmen Latimojong lalu tiba-tiba datang kakak saksi 
korban yaitu Lk. Ahmadi Tang bersama Istrinya Pr. Yulidar alias 
Yuli lalu bertanya kepada terdakwa “mana Astuti” lalu terdakwa 
menjawab “tidak adai” namun Lk. Ahmadi Tang mendesak dan 
menggertak terdakwa sehingga terdakwapun memberitahukan 
kalau saksi korban berada di dalam kamar 102 lalu Lk. Ahmadi 
Tang dan Pr. Yuliar masuk ke dalam kamar 102 dan mendapati 
saksi korban tidur-tiduran tanpa menggunakan pakaian dan hanya 
menutupi badannya dengan  selimut, sehingga Lk. Ahmadi Tang 
(kakak korban) marah dan langsung memukul terdakwa 
menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya.  
- Bahwa saksi korban mau melakukan perbuatan tersebut karena di 
rayu dan di bujuk dengan kata-kata “saya sayang dan cinta sama 
kamu dan akan bertanggung jawab  kalau hamil”. 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berpacaran sekitar tangal 19 
Februari 2013. 
- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hal tersebut atas 
dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan. 
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Menimbang, bahwa dalam hukum pidana berlaku pula asas bahwa 
ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum atau 
peraturan perundang-undangan yang umum. 
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa 
telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan : Pertama Pasal 81 ayat 
(2) UU No. 23 Tahun 2002, Kedua Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum di susun 
secara alternative maka majelis hakim akan memilih untuk membuktikan 
dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan. 
Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa didakwa telah 
melakukan tindak pidana sebagimana diatur dan diancam tindak pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang, 
2. Dengan Sengaja, 
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain. 
Menimbang, bahwa oleh semua unsur-unsur yang terdapat dalam 
dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagimana yang diatur dalam Pasal 
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81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yakni “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya”. 
Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan 
pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, 
sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatnnya. 
Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman 
kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi 
diri terdakwa: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa keberatan oleh orang tua korban. 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatnnya. 
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan. 
- Terdakwa belum pernah di hukum. 
- Terdakwa masih muda. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagimana yang 
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akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan 
kesalahan terdakwa. 
Sehingga terdakwa dengan ini dijatuhi hukuman yang terdapat dalam 
Amar Putusan : 
1. Menyatakan terdakwa Rahul Adrian telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan 
Anak”. 
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam 
puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
Menurut salah seorang Hakim yang saya temui dan dapat saya 
wawancarai  yaitu Bapak Nathan Lambe, S.H., M.H, bahwa perbuatan 
terpidana berdasarkan alat-alat bukti, seperti keterangan-keterangan saksi 
maupun visum et repartum yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap 
di dalam persidangan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak. Hal ini dapat dinilai dengan melihat dan 
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mempertimbangkan perbuatan terpidana yang melakukan serangkaian 
tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk seorang anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya dengan tidak memperdulikan 
kerugian yang akan didatangkan dari perbuatannya tersebut. 
 
b. Analisis Penulis  
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut 
untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan 
cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang 
bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila 
sebagai sumber dari segala hukum. 
Berdasarkan putusan Nomor 1158/Pid.B/2013/PN/Mks, menyatakan 
bahwa terdakwa An. Rahul Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan. Maka terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. 
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan 
hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang 
yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya 
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melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian 
putusan hakim yang berisikan  pemidanaan sudah tepat.  
Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang di lakukan oleh 
hakim dilakukan sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak megulangi 
perbuatnnya di kemudian hari. Dengan banyak pertimbangan di antaranya 
terdakwa masih muda maka terdakwa mendapatkan pidana penjara 
minimal yang di jatuhkan oleh hakim selama 3 (tiga) tahun, dan menurut 
penulis sudah tepat karena dari analisi di peroleh kesimpulan bahwa 
terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka 
sama suka karena mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara 
(pacaran). Tetapi karena kakak korban keberatan atas hal tersebut karena 
adiknya masih di bawah umur, oleh karenanya pelaku di laporkan dan di 
proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan patut untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya.  
Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang masih di anggap belum 
dewasa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan 
pertimbangan yang berasal pada hati nuraninya lalu kemudian ke 
pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, untuk 
itu dalam kasus ini seorang terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan 
(tidak menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 81 atay (2) yaitu 15 
(lima belas) tahun) agar kelak dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya 
menjadi lebih baik. 
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Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih 
dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan 
dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak pada Perkara Pidana yang terdapat 
dalam putusan Nomor 1158/Pid.B/2013/PN.Mks telah menerapkan 
Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang sudah sesuai dengan faktor pebuatan 
pelaku yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun 
sudah sesuai dengan pidana materil. Dengan melihat asas “lex 
speciallis deroget lex generalis”. Dimana asas ini megatakan bahwa 
aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Serta selama 
pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan 
penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar 
maupun pemaaf, sehingga terdakwah dinyatakan mampu 
bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas 
perbuatnnya.  
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pada perkara putusan Nomor 
1158/Pid.B/3013/PN.Mks, dalam pertimbangan hukum oleh hakim 
lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat 
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dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan pasal 81 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam 
Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk 
memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih 
memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-
perbuatannya yang melanggar hukum. 
 
B. Saran  
Berdasarkankesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan 
duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan 
terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur 
dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar 
penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. 
2. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapat 
perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang di 
lingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta 
dapat berprestasi. 
3. Khusunya bagi orang tua dan masyarakat, perlunya memberikan 
pendidikan seks secara dini kepada anak mereka agar tidak ada lagi 
keingintahuan dari anak-anak tersebut yang akan membawa mereka 
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berujung pada persoalan hukum. Dan diharapkan para orang tua agar 
lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak.  
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